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APBD-2014 Bisa Hambat Pefﬁbangunan

langi? Tidak dipungkiri satuan
kerja perangkat daerah (SKPD)

- JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan

‘Belanja Daerah (APBD) DKl Jakarta 2015
terindikasi tidak digunakan tahun ini.

. Kelanjutan pembangunan akan
menggunakan pagu APBD Perubahan
2014 senilaiRp72,09 triliun.

Pada finalisasi pembahasan
APBD hasil evaluasi dari Ke-
menterian Dalam Negeri (Ke-
ndendagri) padaJumat QO28).
lalu, DPRD memutuskan me-
nyerahkan penggunaan ang-
garan sepenuhnyakepada Gu-
bernur DKI Jakarta Basuki Tja-
haja Purnama (Ahok) dengan
paguAPBD-P2014.

Alasan Dewan karena sejak
Jumat pagi telah menunggu, na-
mun Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) baru menye-
rahkan print out yang telah
disempurnakan dalam sisteme-
budgeting sekitar pukul 20.35
WIB. Dengan sisa waktu sekitar
tigajam, Dewanmenilaitidakme-
mungkinkan pembahasan 6.600
halamanberjalan maksimal.

Meski demikian, Kemenda-
gri masih menunggu keterang-
an resmi dari Pemprov DKI
terkaitAPBD2015padahariini.
“Surat finalisasi _

SAPBD deadlock afai Heak seca-
'1a formal dapat diterima pada
hati ini,” kata Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo kemarin.

Menurut dia, Jumat lalu me-
mang batas akhir pembahasan
evaluasiantara DPRD dan Pem-
prov DKI. Namun, perlu surat
resmi untuk membuktikan apa-
kah terjadi kesepakatan atau
tidak. Padahal, Jumatlalupihak-
nya terus memonitor dan me-
nunggu finalisasi pembahasan
evaluasi APBD DKI hingga pukul
24.00WIB.Sebagaikonsekuensi,
jikaAPBDtidakdisepakatiantara
DPRD dan gubernur, Mendagri
berwenang memberlakukan
paguAPBD-P2014.

Sebenarnya dia berharap
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waktu tujuh hari dapat diman-
faatkan secara seriusantara gu-
bernur dan DPRD. “Apa pun
‘mereka berdua mempertang-
gungjawabkan kepada daerah
danmasyarakat DKI. Perenca-
naananggaran seharusnya di-
bahasdandiputuskanbersama.
Kalau sampai tidak bisa mem-
bahas, mau apalagi. Kami tidak
~bisa memaksa. Political will
harusnyaada,”kata Tjahjo.

Dampak penggunaan APBD-

"P2014 sangat merugikan pem-
bangunan dan masyarakat. “Ini
pertamakalinyadilndonesiaada
daerah yang menggunakan per-
aturan gubernur (pergub) dalam
pemakaian anggarannya. Saya
pesimistis pembangunan ber-
jalan dengan baik. Masyarakat
juga terpaksamenjadikorban,”
ungkap pengamat kebijakan pu-
blik Universitas Trisakti Trubus
Rahardiansyah.

Dari sisi kebijakan publik,
penggunaan pergub tentu
menghambat program kerja
yang sudah direncanakan ta-
hun ini. Selain ada perbedaan

darifaktorekonomidanrealitas

di lapangan, pergub juga bisa
menjadi celah bagi legislatif
untukmenjatibikan éksekutif,

Saat ini temperatur kepen-
tingan politik di DPRD dan Ke-
mendagri semakin memanas.
Mereka sengaja menyerahkan
semua kewenangannyakepada
eksekutif. Denganbegitu, Dewan
dapat menyerang lebih mudah
semua program yang diatur da-
lampergubtersebut.

“Apakah setiapprogramakan
didukung? Ketika ada sosialisasi
apakah tidak akan dihalang-ha-

Sub Bagian Hukum dan Humas

jugabermain. Begitujugadengan
Kemendagri yang memutar-
mutar masalah ini tanpa ada
sikap tegas. Mendagri itu satu
partai dengan ketua DPRD. Hi-
langnya ketua DPRD pun men-
jadi tanda tanya keputusan
DPRD," ungkapnya.

Pengamat politik dari Populi
Center Nico Harjanto mengata-
kan, penggunaan APBD-P 2014
jelas menjauhkan harapan se-
bagian besar masyarakat Ibu Ko-
ta. Apalagi perencanaan dan per-
untukan APBD-P2014itusangat
berbeda dengan kebutuhan
pembangunanpada2015. Pem-
berlakuannya punharus melalui
pembahasanlagidengan Dewan.
Tak menutup . kemungkinan
kemunculan kembali anggaran
siluman akan semakin meluasji-
kapembahasan APBD-P 201 4 di-
lakukan secara tertutup.

. “Kitaingatdi APBD 2014 ma-
sih ada pembelian uninterruptible
powersupply (UPS)yangdipersoal-
kansampairatusanmiliar.Apakah
pembelianituakandilakukanlagi?
Tentukan tidak, jadi anggaran di
2014 itu harus diubah lagi

. peruntukannya,”ungkapnya.

Dia menduga ada anggota

' Dewan yang ngotot memperta-

hankanusulananggaran DKIka-

rena desakan kepentingan par-
‘tai. Seharusnya apa pun yang
berkaitan dengan kepentingan

publik, DPRDdapatmenghilang-
kan egonya. Dia justru menilai

program e-budgeting yang di-

usung Ahok sebenarnya sangat
brilian. Penganggaran dengan
sistem terbuka itu menghindari
muncul alokasi anggaran dobel

~padaAPBD2015.

“Duplikasi anggaran lebih
mudah ditemukan. Melalui sis-
tem komputer itu angka-angka
tidak wajar (siluman) bisa dite-
lusuri. E-budgeting juga ter.
koneksi dengan e-procurement
sepertianggaran UPS dapat ter-
lihat jika memang berlebihan
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atau berbeda dengan katalog
secara otomnatis maka sistem
akanmenolak,” ungkap Nico.
Ahok mengaku tengah me-
nyiapkan penggunaan pergub
meski APBD hasil evaluasibaru
dikirimkan hari ini ke Kemen-
dagri. Menurutnya, keputusan
DPRDpadaJumatlaluadalahke-
putusanresmi, terlebih pihaknya
tidak bisa menghubungi Ketua
DPRDDKIPrasetyoEdiMarsudi.
“Sayalangsungke Bogor danme-
nyampaikan situasike Presiden.
Presiden bertanya apakah tidak
bisa diusahakan perda. Saya bi-
lang tidak mungkin Pak, mereka
malukalau jadi perda, angketnya
gimana dong, iya enggak,” ucap
Ahok menceritakan dialognya
bersama JokoWidodo (Jokowi).
Dari perhitunganada perbe-
daan anggaran 2015 yang di-
rencanakan dengan APBD-P
2014 sebesar Rp180 miliar. Dia
telah mencoret kegiatan pem-
belian tanah. Terkait program
lainnya seperti penanganan

banjir, kemacetan, pendidikan,
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“tisberjalanlancar. Diatidakme:

medulikan permainan apalagi
yang akan ditunjukkan DPRD"
karena mengklaim ada pertin-
dungan dari Presiden yang me-
miliki hakveto.

Wakil Ketua DPRD DKI Mu-
hammad Taufik menampik pi-
hak Dewan sengaja mengham-
bat penggunaan APBD 2015.
Apalagijikadikatakanuntuk me-
nutupi rasa malu penggunaan
hakangket. “Tidakakanadayang
terganggu dengan pembangun-
an. Pergub atau perda itu sama
saja, keduanya diatur dalam
undang-undang,” ungkapnya.

editaangga/
bimasetiyadi/yan yusuf

“Suratfinalisasi
pembahasan APBD
deadlock atau
tidak secara formal
dapatditerima
padahariini.”

TJAHJO KUMOLO
Menteri Dalam Negeri
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